
 

 

 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

No. 100, 2022 PEMERINTAH       KOTA       TANGERANG       SELATAN.         

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.  
 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 100 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7        

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008                  

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

SALINAN 
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  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020                   

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti    

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang  

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006           

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012            

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6173); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  19. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 

  20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik                

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 11); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79                 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70                     

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2019 Nomor 1114); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90                    

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20                      

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2020 Nomor 249); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39                       

Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 
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  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                    

Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17                    

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 496); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27                    

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

  29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 73); 

  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 685); 

  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar 

dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 813); 

  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib                   

Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi             

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); 

  33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah 

untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada 

Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif 

Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah 

Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana 

Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 949); 
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  34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk 
Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak 

Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2022 Nomor 30); 

  35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                   
Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 78); 

  36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012             
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Selatan Nomor 32); 

  37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                    
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah                    
Kota Tangerang Selatan Nomor 69); 

  38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah            
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan               
Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 128); 

  39. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah          
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Selatan Nomor 75); 

  40. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                         

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Selatan Nomor 122); 
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  41. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan               
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah                    

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                
Nomor 124); 

  42. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal 
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka               

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                 
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 126); 

  43. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                     
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 129); 

  44. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 
Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 134); 

  45. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan                           

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 
Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 27); 

  46. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan                          
Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita 
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022             
Nomor 79); 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua 

hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. 

9. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih 

kurang antara Pendapatan dan Belanja. 

10. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih 

lebih antara Pendapatan dan Belanja. 

11. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap 

Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

12. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang 

yang masuk ke kas Daerah. 

13. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang 

yang keluar dari kas Daerah. 

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada 

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah                

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari Pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

18. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian 

Daerah yang berasal dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. 
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20. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam                

1 (satu) tahun anggaran. 

22. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua 

transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah 

dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

23. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 

yang sah. 

24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

25. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 

yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, 

Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang Pembiayaan 

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 

dalam 1 (satu) periode. 

26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi Perangkat Daerah. 

27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

28. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga negara. 

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang 

memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat 

perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.  
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Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.494.546.475.509,00                 

(tiga triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh 

enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah) 

bertambah sebesar Rp546.202.687.154,00 (lima ratus empat puluh enam miliar 

dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh 

empat rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi 

sebesar Rp4.040.749.162.663,00 (empat triliun empat puluh miliar tujuh ratus 

empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus enam 

puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan:   

 1. semula    Rp3.299.984.774.299,00 

 2. bertambah Rp   266.998.097.471,00 

 jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp3.566.982.871.770,00 

b. Belanja:   

 1. semula   Rp3.484.546.475.509,00 

 2. bertambah Rp   546.202.687.154,00 

 jumlah Belanja setelah perubahan Rp4.030.749.162.663,00 

c. Pembiayaan:   

 1. Penerimaan Pembiayaan:  

 a) semula Rp   194.561.701.210,00 

 b) bertambah Rp   279.204.589.683,00 

 jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan 

 

Rp   473.766.290.893,00 

 
 

2. Pengeluaran Pembiayaan:  

 a) semula Rp     10.000.000.000,00 

 b) bertambah Rp                           0,00 

 jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan 

 

Rp     10.000.000.000,00 

 3. Jumlah Pembiayaan netto  

 a) semula Rp    184.561.701.210,00 

 b) bertambah   Rp    279.204.589.683,00 

 jumlah Pembiayaan neto setelah 

perubahan 
Rp   463.766.290.893,00 

 sisa lebih Pembiayaan anggaran 

setelah perubahan 

 

Rp                           0,00 
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Pasal 3 

(1) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, terdiri atas: 
 

a. Lampiran I    : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II    : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

c. Lampiran III   : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima 

serta SKPD Pemberi Hibah; 

d. Lampiran IV    : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan 

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang 

Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V  : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan 

Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi 

Bantuan Keuangan; 

f. Lampiran VI    : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan 

Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil 

Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;  

g. Lampiran VII   : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan 

pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 

i. Lampiran IX  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; dan 

j. Lampiran X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam 

Rancangan Perda tentang P-APBD dan Rancangan 

Perkada tentang Penjabaran P-APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 




